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No0.107, 2008 Menteri Negara Perumahan Rakyat. Subsidi.

KPRSKPRS Mikro Syariah.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 21/PERMEN/M/2008
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN
MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Mengingat

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan
Melalui KPRSKPRS Mikro Syariah Bersubsdi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui
KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4778);
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Menetapkan :

. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2005;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005

tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana
Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);

. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan
Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan
melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan
Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2008;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007,

tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Mdalui Rekening Kas
Umum Negara.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI NEGARA  PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRSKPRS MIKRO
SYARIAH BERSUBSIDI

Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan
bersubsidi untuk pembangunan/ perbaikan Rumah Sederhana
Sehat (RSH) dengan prinsip syariah, menggunakan Tata Cara
Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/IKPRS Mikro
Syariah Bersubsidi sebagaimana lampiran dan merupakan bagian
tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tangga 30 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA
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Lampiran : Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor : 21/PERMEN/M/2008

tanggal : 24 Desember 2008

tentang : Tata Cara Pelaksanaan Subsidi
Perumahan Melalui
KPRS/KPRS Mikro Syariah
Bersubsidi

BAB |

PENGERTIAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan
yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR
Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik
konvensional maupun dengan prinsip syariah.

2. Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan prinsip
syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang
diterbitkan olenh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip
syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau
perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya.

3. Pembiayaan Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan
prinsip syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, adalah
pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah
beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam
rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya, dengan
karakteristik nilai pinjaman relatif kecil dan jangka waktu pinjaman relatif pendek
sampai dengan 4 (empat) tahun

4. Lembaga Penerbit Pembiayaan, selanjutnya disebut LPP, adalah bank atau lembaga
keuangan non bank atau koperasi yang telah beroperasi dengan prinsip syariah dan
telah bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk
melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok
pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Sederhana
Sehat sebagaimana dituangkan didalam Memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau
Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan
Rakyat.

5. Kelompok Sasaran KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah keluarga/rumah
tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru
pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan
termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan
per bulan sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
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6. Dana Pembangunan/Perbaikan Rumah paling banyak adalah batas paling banyak
dana pembangunan atau perbaikan rumah yang dapat diberikan subsidi oleh
Pemerintah.

7. Dana Tabungan/Swadaya Nasabah adalah tabungan nasabah pada Lembaga Penerbit
Pembiayaan atau dana swadaya nasabah yang merupakan dana penyertaan nasabah
sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah yang dapat menurunkan
pagu pembiayaan.

8. Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya adalah subsidi perumahan dalam bentuk
subsidi untuk membantu menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah
sehingga dapat menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara
tetap berikut marjinnya, yang selanjutnya disebut Subsidi Membangun atau
Memperbaiki Rumabh.

9. Marjin adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pembiayaan atas
pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan.

10.Marjin yang berlaku adalah marjin yang berlaku pada Lembaga Penerbit Pembiayaan
yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan Lembaga Penerbit Pembiayaan
dan tertuang dalam akad yang menggunakan prinsip syariah.

11.Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut RSH adalah rumah yang spesifikasi
teknisnya mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

12.Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan
verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan
Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat.

13.Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi  pengecekan
kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima
subsidi.

BAB Il

INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

A. Institusi yang terlibat
1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:

a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
b. Deputi Bidang Perumahan Swadaya (DBPS).
c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).

2. Departemen Keuangan, yaitu:

a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).

3. Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP).
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